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ABSTRAK

Khafid,Ghofurun. (2026). “Implementasi Kebijakan Program Beasiswa 1 Desa 10
Sarjana di Desa Tanjungharjo Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi. Program
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Pendidikan IImu
Pengetahuan Sosial. IKIP PGRI Bojonegoro. Pembimbing I: Dr. Ernia Duwi
Saputri, S.Pd., M.H. Pembimbing II: Neneng Rika Jazilatul Kholisah, S.Pd.,
M.H.

Kata Kunci: Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana, hak pendidikan, implementasi
kebijakan, Desa Tanjungharjo, Bojonegoro.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 31 UUD
NRI 1945, namun akses pendidikan tinggi di wilayah pedesaan masih menghadapi
berbagai kendala, terutama keterbatasan ekonomi dan geografis. Program Beasiswa
Sepuluh Sarjana per Desa yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
merupakan salah satu upaya afirmatif untuk memenuhi hak atas pendidikan dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Penelitian ini
menganalisis pelaksanaan program tersebut di Desa Tanjungharjo, Kecamatan
Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan
Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo? dan (2) Apa saja
faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode
kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat
desa, penerima beasiswa, dan orang tua, serta didukung observasi lapangan dan
analisis dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan
Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif Desa Tanjungharjo
berhasil memenuhi kuota dengan 8 penerima pada Tahap 2A Tahun Anggaran
2025. Namun, terdapat kesenjangan implementasi yang cukup lebar. Mayoritas
penerima berasal dari program studi keguruan, tetapi jumlah yang aktif
melanjutkan studi secara berkelanjutan masih terbatas. Faktor pendukung utama
adalah peran aktif pemerintah desa dan dukungan keluarga, sementara faktor
penghambat meliputi prosedur administrasi yang rumit, sosialisasi yang belum
merata, koordinasi antarlembaga yang lemah, serta bantuan yang hanya mencakup
biaya UKT tanpa komponen biaya hidup.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun program memiliki semangat
mulia dalam mewujudkan hak konstitusional atas pendidikan, efektivitasnya masih
suboptimal. Diperlukan penyederhanaan birokrasi, perluasan manfaat, dan
penguatan mekanisme monitoring agar program dapat memberikan dampak yang
lebih signifikan bagi pemerataan pendidikan di pedesaan.
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Education is a fundamental human right guaranteed by Article 31 of the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia. However, access to higher education in
rural areas remains hindered by various obstacles, particularly economic
limitations and geographical factors. The "One Village, Ten Undergraduates
Scholarship Program” initiated by the Bojonegoro Regency Government
represents an affirmative policy aimed at fulfilling the right to education and
improving the quality of human resources at the village level. This study analyzes
the implementation of the program in Tanjungharjo Village, Kapas Subdistrict,
Bojonegoro Regency.

The research problems are formulated as follows: (1) How is the
implementation of the One Village Ten Undergraduates Scholarship Program in
Tanjungharjo Village? and (2) What are the supporting and inhibiting factors in its
implementation?

This study employs a juridical-empirical approach with a qualitative research
design. Data were collected through in-depth interviews with village officials,
scholarship recipients, and their parents, supplemented by field observations and
document analysis. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman
interactive model.

The findings indicate that administratively, Tanjungharjo Village successfully
met the quota with 8 recipients in Phase 2A of the 2025 fiscal year. However, there
is a significant implementation gap. Most recipients are enrolled in teacher
education programs, yet the number of actively continuing students remains
limited. The main supporting factors are the active role of the village government
and strong family support, while the dominant inhibiting factors include complex
administrative procedures, inadequate socialization, weak inter-agency
coordination, and scholarship benefits limited to tuition fees (UKT) without living
cost support.

This study concludes that although the program has a noble objective in

realizing the constitutional right to education, its effectiveness is still suboptimal.
Substantial improvements in bureaucratic simplification, benefit expansion, and

Vii



monitoring mechanisms are urgently needed to achieve meaningful equity in higher
education access for rural communities.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dipandang sebagai hak asasi yang secara inheren dimiliki oleh
setiap warga negara serta menjadi prasyarat utama dalam pengembangan kapasitas
individu dan kemajuan nasional. Jaminan terhadap hak atas pendidikan diberikan
legitimasi konstitusional tertinggi melalui Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa hak
memperoleh pendidikan dimiliki oleh setiap warga negara. Selanjutnya, ayat (2)
menegaskan kewajiban negara untuk membiayai dan menyelenggarakan sistem
pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan tersebut dimaknai
sebagai adanya kewajiban konstitusional yang dibebankan kepada negara untuk
memastikan terselenggaranya layanan pendidikan yang layak, berkeadilan, dan
nondiskriminatif bagi seluruh warga negara, baik melalui jalur pendidikan formal
maupun nonformal, tanpa pembedaan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi,

maupun geografis. (Palguna & Dwi Atmaja, 2023).

Selanjutnya, melalui Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, negara diberikan mandat konstitusional untuk
menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diarahkan pada
peningkatan kualitas kehidupan bangsa. Amanat tersebut dimaknai bahwa
pendidikan tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan hak dasar warga

negara, melainkan juga ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan



nasional yang berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperkuat

daya saing sumber daya manusia. (Pendidikan et al., 2022)

Sebagai penjabaran dari amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU
Sisdiknas) yang menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara
demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak
asasi manusia. UU Sisdiknas juga menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin
pemerataan akses pendidikan, termasuk pada jenjang pendidikan tinggi, terutama

bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Walaupun jaminan konstitusional terhadap hak atas pendidikan telah diatur
secara tegas, realitas empiris menunjukkan bahwa pemerataan akses terhadap
pendidikan tinggi belum sepenuhnya terwujud. Berbagai kendala masih dihadapi
oleh masyarakat, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang
meliputi keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua,
keterbatasan fasilitas pendidikan, serta belum optimalnya distribusi informasi
mengenai peluang pendidikan. Kondisi tersebut secara nyata lebih dirasakan oleh
masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal (Mari dkk,

2024).

Kondisi tersebut memberikan dampak langsung terhadap rendahnya tingkat
partisipasi pendidikan tinggi, termasuk di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro,



capaian pendidikan masyarakat, terutama pada jenjang pendidikan tinggi, masih
menunjukkan perlunya perhatian yang serius dari pemerintah daerah (Badan Pusat
Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2024). Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan
tinggi tersebut diposisikan sebagai tantangan utama dalam upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia, mengingat pendidikan tinggi dipandang sebagai
instrumen strategis dalam pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas,

serta penguatan daya saing daerah.

Sebagai daerah dengan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang signifikan, Kabupaten Bojonegoro dinilai memiliki kapasitas fiskal
yang relatif kuat untuk mendorong pembangunan manusia (Kuncoro, 2018). Pada
tahun anggaran 2025, APBD Kabupaten Bojonegoro tercatat mencapai sekitar
Rp7,9 triliun, sehingga menempatkannya sebagai salah satu kabupaten dengan
APBD terbesar di Provinsi Jawa Timur (BPS Bojonegoro, 2025). Namun
demikian, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro
pada tahun 2025 berada pada angka 73,74, yang meskipun termasuk dalam
kategori tinggi, menunjukkan bahwa besarnya APBD tidak secara otomatis
berbanding lurus dengan kualitas pembangunan manusia. IPM diukur melalui tiga
dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (BPS
Bojonegoro, 2025). sehingga peningkatan IPM menuntut perumusan dan
pelaksanaan kebijakan yang terarah serta berkelanjutan pada ketiga dimensi

tersebut.



Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Program Beasiswa Sepuluh
Sarjana per Desa. Program tersebut dirancang sebagai bentuk intervensi
pemerintah daerah untuk memperluas akses terhadap pendidikan tinggi bagi
masyarakat desa, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu yang
sedang menempuh studi di perguruan tinggi. Pada tahap awal implementasinya,
program ini dikenal dengan sebutan Beasiswa Dua Sarjana Satu Desa dan diatur
melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019. Seiring dengan
perkembangan kebijakan serta hasil evaluasi pelaksanaan, regulasi yang mengatur
program tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu melalui
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 33 Tahun 2020, Nomor 52 Tahun
2021(Dinas Pendidikan Bojonegoro, 2023), hingga perubahan terakhir melalui
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 yang masih berlaku hingga saat ini.
Rangkaian perubahan regulasi tersebut dipandang sebagai wujud komitmen
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan penyempurnaan kebijakan

beasiswa agar dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

Secara normatif, kebijakan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana sejalan
dengan amanat Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, karena berorientasi pada
pemenuhan hak atas pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh
warga negara, khususnya masyarakat pedesaan (Pendidikan et al., 2022) Melalui
pemberian bantuan biaya pendidikan, program ini diharapkan mampu mengurangi
hambatan finansial yang selama ini menjadi faktor dominan rendahnya partisipasi
pendidikan tinggi di wilayah pedesaan, sekaligus berfungsi sebagai instrumen

pemerataan pembangunan sumber daya manusia di tingkat daerah.



Secara administratif, Kabupaten Bojonegoro terdiri atas 28 kecamatan, 419
desa, dan 11 kelurahan, sehingga secara keseluruhan terdapat 430 desa dan
kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah. Salah satu kecamatan yang berada
dalam wilayah tersebut adalah Kecamatan Kapas, yang mencakup 21 desa. Di
antara desa-desa yang berada di Kecamatan Kapas, Desa Tanjungharjo termasuk
sebagai salah satu desa yang memperoleh manfaat dari Program Beasiswa 1 Desa
10 Sarjana. Desa tersebut memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam,
sehingga pelaksanaan program beasiswa di wilayah ini dipandang relevan untuk
dikaji secara lebih mendalam guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut
mampu menjangkau kelompok sasaran yang membutuhkan dukungan akses

terhadap pendidikan tinggi. (Admin. 2024, 5 Maret).

Berdasarkan uraian tersebut, analisis yang mendalam terhadap pelaksanaan
Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo dinilai perlu untuk
dilakukan. Kajian yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas program ini
dalam pemenuhan hak atas pendidikan masih tergolong sangat terbatas. Sebagian
besar laporan yang tersedia disusun secara normatif atau bersumber pada data
pemerintah, sehingga belum sepenuhnya memadai untuk menilai sejauh mana
program tersebut benar-benar menjangkau dan memenuhi kebutuhan kelompok

sasaran, khususnya pada tingkat desa.

Selain itu, penelitian terdahulu jarang membahas pemerataan manfaat program
antar desa atau kecamatan, padahal distribusi penerima beasiswa tidak selalu
merata karena bergantung pada jumlah pendaftar yang memenuhi syarat serta hasil

seleksi administrasi dan akademik. Dampak sosial program, seperti kontribusi



terhadap peningkatan kompetensi akademik, kualitas sumber daya manusia, dan

penguatan kesejahteraan masyarakat desa, juga belum dianalisis secara mendalam.

Dengan demikian, penelitian yang berfokus pada Desa Tanjungharjo sebagai
studi kasus menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan: sejauh mana
Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana mampu meningkatkan akses pendidikan
tinggi, memenuhi hak pendidikan konstitusional, serta memberikan dampak nyata

bagi masyarakat desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana oleh
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Desa Tanjungharjo?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program

Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa
Tanjungharjo.

2. untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program

beasiswa 1 desa 10 sarjana di desa tanjungharjo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis



Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum terkait
pemenuhan hak atas pendidikan melalui kebijakan pemerintah daerah.
Menjadi referensi akademis mengenai implementasi program beasiswa
sebagai upaya peningkatan akses pendidikan tinggi di wilayah pedesaan.
Menambah literatur ilmiah mengenai peran pemerintah daerah dalam

mewujudkan amanat Pasal 31 UUD 1945.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam evaluasi dan
peningkatan pelaksanaan program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana.

Memberikan informasi kepada masyarakat Desa Tanjungharjo mengenai
manfaat dan peluang dari program beasiswa.

Menjadi rujukan bagi desa atau daerah lain dalam mengembangkan program
serupa untuk memperluas akses pendidikan tinggi.

Menjadi bahan pertimbangan bagi institusi pendidikan dalam kerja sama

peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat desa.



